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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 107 TANN 2010 

TENTANG 
• 

, 

PENGGUNAAN BIAYA PENGENDALIAN TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN, 
REHABILITASI DAN PERAWATAN GEDUNG, JALAN, JEMBATAN, TAMAN, 

SALURAN DAN LAIN LAIN SERTA JASA KONSULTANSI DAN PENGADAAN 
BARANG MILIKIDIKLA.SAI PEMERINTAHM DAE RAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a bahwa sesuai Keputusan Gubemur Nomor 74 Tahun 2004, tolah 
dlatur ketontuan penggunaan biaya pengendalian teknis kegiatan 
pembangunan, rehabilitasi dan perawatan gedung, Jalan, jembatan, 
taman saluran dan lain-lain serta jasa konsultansl dan pengadaan 
barang milk/'dikuesal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota 
Jakarta, yang mengacu pada Keputusan Gubernur Noror 108 
Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (A99p) Provinsi Daerah Khusus 
bukota Jakarta; 

b. bahwa dengan diberlakukannya Poraturan Guberrur Nomor 130 
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belarja Daerah Provins! Daerah Khusus lbukota Jakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Guberrur Noror 174 
Tahun 2009 sebagai pengganti Keputusan Guberur Nomor 10g 
Tahun 2003 sebagairnana tersebut pada hurut a, maka Keputusan 
Guberur Nomor 74 Tahun 2004 sudah tidak sesuai dengan kondisi 
saat ini; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf t, serta untuk tertib administrasi penggunaan 
biaya pengendalian teknis dimnasud, perlu menstapkan Peraturan 
Guberur tentang Penggunaan Biaya Pengendalian Tekanies 
Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Perawatan Gedung, 
Jalan, Jernbatan, Taman, Saluran dan Lain-lain sorta Jasa 
Konsultansi dan Pengadaan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah 
Daerah; 



Mergingat 

Monetapkan 
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1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor f Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

3. Undang-Undang Noror 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus tbukota Jakarta sebagai lbukota Negara 
Kesatuan Fepublik Indonesia, 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pergadaan BarangiJasa Pererintah, sebagairmana 
telah beberapa kall diubah terakhir dengan Peraturan Preside-n 
Nomor 95 Tahun 2007; 

7. Peraturan Menteni Delam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
dlubah dergan Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007; 

8. Poraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokeke 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahu 2008 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah; 

10. Persturan Gubemur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Protnsi Daerah Khusus lbukota Jakarta; 

11. Peraturan Guberur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pelakxsanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagalmana telah diubah dengan 
Peraturan Gubernur Nomor 174 Tatun 200; 

12. Peaturan Gubemur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasl dan 
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN BI4YA 
PENGENDALIAN TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASL 
DAN PERAWATAN GEDUNG, JALAN, JEMBATAN, TAMAN, SALURAN 
DAN LAIN-LAIN SERTA JASA KONSULTANSI DAN PENGADAAN 
BAANG MILIKDIKUASAI PEMERINT AH DAERAH. 
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Pasal 1 

Penggunaan biaya pengendalian teknis kogiatan pembangunan, 
rehabilitasi dan perawatan gedung, jalan, jembatan, taman, saluran dan 
lain-lain serta jasa konstrukst dan pengadaan barang miliddikuasai 
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta merupakan 
targgung jawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerat/unit Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD/AIKPD) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing­ 
masing. 

Pasal 2 

(1) Alokasi biaya pengendalian teknis kegiatan pembangunan, 
rehabilitasi dan perawatan gedung, jalan, jembatan, taman, saluran 
dan lair-lain serta jasa konsultansi dan pengadaan barang 
midi.k/di.kuasa Pemerintah Provinsi Daorah Khusus lbukota Jakarta 
sebagairana dimnaksud dalam Pasal 1 diberikan untuk pekerjaan 
yang bernllai iebih besar deni Rp 100.000.000.,00 (seratus juta 
rupiah) 

(2) Alokasi biaya pengendalian teknis sebagaimana dimnaksu pada 
ayat (1) adalah sebesar 1 %  (satu persen) dari nilal kontrak. 

Pasal 3 

(1) Biaya pengendalian teknis sebagairana dimnaksud dalam Pasal 1, 
dapat dipergunakan sejak dimulai pelaksanaan kontrak pengadean 
barang/jasa. 

(2) Biaya pengerdalian teknis sebagairnana dimaksud pada ayat (1) di 
atas dipergunaan untuk pengeluaran yang berkaitan dengan 
pelaksanaan kegiatan pengendalian teknis berdasarkan surat tugas 
Kepala $KppAKPD yang berpadoman pada ketentuan yang berlaku. 

(3) Penyerapan biaya pengendalian toknis berdasarkan bobot 
pekerjaan dan saldo anggaran disetorkan ke Badan Pengelola 
Keuangan Daerah Provinsi DK! Jakarta 

(4) Penatausahaan dan pertanggungiawaban penggunaan biaya 
pengondalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketontuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai belaku, Keputusan Guberur 
Nomor 74 Tahun 2004 tentang Ketentuan Penggunaan Biaya 
Pengendalian Teknis Kegiatan Pombangunan, Rehabilitasi dan 

Perawatan Gedung, Jalan, Jembatan, Saluran dan Lain-lain serta Jasa 
Konsultansi dan Pengadaan Barang Milk/Dikuasai Pemerintah Propinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 5 

Peraturan Gubermur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan 
berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januani 2010. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pongundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan perempatannya dalamn Berita Daera 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Jun1 2010 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUK(TA JAKARTA, 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 15 Juni 201 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! DAERAH KHU9US 
IBUKOTA JAKARTA, 

MUHAYAT 
NIP 050012362 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 201IO NOMOR 11i 


